KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2015

' TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
ASY-SYARIFAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

Pen; Pendidikan Mad h, perlu berikan izin
operasional terhadap Mad h Sy di lingk Kantor
Wilayah K ian A Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu b :‘..... p syarakat
melalui organisasi berbadan h untuk yelenggarak
madrauhlemddengansmndarmowpendxdthn

c. bahwa Madrasah yang di bawah ini telah thi
persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah
ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan b dimaksud

dalam huruf a, b dnn c dintu, perlu menemplm.n Keputuaan
Izin

Opcrnsional Pendinan Madrasah lbudmynh Asy-Syarifah
Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.

1. Und d: Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4496) sebagai telah diub
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lemb Negara Republik Ind ia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (bembaran Negam Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambah Negara Republik
Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan...
: Bagi Mad: h Ibtidaiyah lah j ka waktu 7 (tujuh) tahun,
Kepala Mad Lynngbm U wajib :
a. ik perk drasah kepada Kepala

Kantor Kemenhenan Agama memuat paling sedikit
perleemb-ngnn jumlnh peserta dkﬁk pelaksanaan kurikulum,
dan

P I pendidil{ dan tenaga

1al h d.

lnependidik-n dan/mu

b. M jukan pendaft Saltasi akioditasl sakolak/mad "
kepada BAP-S/M sesuai k an  p perund
undangan.

: Dalam hal perk d h sebagai dimaksud dalam
diktum kedun huruf- dinilai 1hi d 1 inimal
penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi se
dimaksud letum Kedua hunxf b mendapot peringkat minimal C,

maka izin oper d dalam Diktum Kesatu
tetap berhku

: Dalam hal perk b d h seb i dimak ldd.]am
Diktum Kedua huruf a dinilai hi d ! 1
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditnu .ebagnuuann
dimaksud Diktum chua hurnf b nd.k
C, maka izin op dimaksud dalam Dil
Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal Oy Maret 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEP

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200§
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nc

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2(
P lol dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lem!
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nom
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerint:
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pen
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

N 112, Tambahan Lembaran Negara Repub
Nomor 5157);

8. Peraturan Memen Bendidlknn Nasional Nomor 24
tentang S dan Pr unt
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah
Pertama/Mad h T iyah, dan Sekolah
Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
tentang Standar Pelayanan Minimal Pen
Kabup /Kota sebagai telah diubah menja
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidi
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelaya
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 ten
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
dan Bahasa Arab di Madrasah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan .
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
N 206) sebagai telah diubah denga
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Per
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan |
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Neg
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382).

Memperhatikan: 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidan

Madrasah Nomor : Kw.11.2/PP.03.2/2947 /2014
Februari 2015;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kemente
Kabupaten Pemalang, Nom
Kd.11.27/4/PP.03.2/2575.a/2014, Tanggal 1
2014;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONES!

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
IBTIDAIYAH ASY-SYARIFAH KABUPATEN PEMALAN

JAWA TENGAH.
KESATU s Membenka.n Izin Operasional Pendinan Madrasah kepa
um dalam | yang meruy
tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ?S‘ TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ASY-SYARIFAH KAB
PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 | Nama Madrasah Madrasah lbudniyah Asy-Syarifah
Kabupaten Pemalang
2 | Nomor Statistik Madrasah 111233270092
3 | Alamat Madrasah JI. Raya Kendaldoyong
Desa Pangkah
Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah
4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Y Kendald
S ‘Pemnm '::n""“ Org: Nomor 32,tanggal 14 November 2014
6 | Pengesahan Akte Notaris Nomor AHU-10773.50.10.2014, tang
O sasi Pen; Desember 2014

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDO
KEPALA KANTOR WILAYAH

NTERIAN AGAMA
ROVINSIJAWA TENGAH,




